
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN MUNA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat

(1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota menetapkan hasil rekapitulasi

pemutakhiran data pemilih berkelanjutal tingkat

kabupaten / kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/ Kota;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna telah melakukan rekapitulasi dan penetapan

data pernilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka

yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno

Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

b

SALINAN

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


c

nomor 4l/PP.O7-BA/74O313/2O25 tanggal 2 Juli 2O25

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar

Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Muna Provinsi

Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten

Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulal Kedua

Tahun 2025;

Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

UndangUndang (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan L,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

Mengingat 1

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (l.embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun
2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 2O0);

J

4

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


Menetapkan

KESATU

KEDUA

US

MEMUTUSTGN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN MUNA PROVINSI SUI.A,WESI TENGGARA

TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Muna Provinsi

Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahu n 2025,

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap

Kabko-PDPB yang menjadi l,ampiran Keputusan dan

merupakan bagtan tidak terpisahkan dari Keputusan

lnl.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 2 Jun2O25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesual dengan aslinya
KOMISI PEMILII]AN UMUM

MUNA
Sub Bagial Teknis Penyelenggaraar Pemilu dan Hukum,

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR I3 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAIi{HIRT{II DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN MUNA

PROVINSI SUI.AWESI TENGGARA

TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKEI-ANJUTAN (PDPB}

KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN KEDUA

TAHUN 2025

No
Nama

Kecamatan
Jumlah
Desa/Kel

Jumlah Pemilih
KETL P L+P

1 NAPABALANO 6 4.079 4.289 8.368

2 MALIGANO 6 2.378 4.848

.)
WAKORUMBA
SELATAN 5 1.681 1.816 3.497

4 LASALEPA 7 4.239 4.247 8.486

5 BATALAIWORU 4 4.879 5.385 10.264

6 KATOBU 8 8.626 10.034 18.660

7 DURUKA 7 4.390 4.827 9.217

8 LOHIA 9 5.294 5.7t3 LL.007

9 WATOPUTE 8 4.556 4.959 9.515

10 KONTUNAGA

KABANGKA

6 3.022 3.264 6.286

11. 9 3.565 3.721- 7.286

KABAWO 11 4.589 5.034 9.623

13. PARIGI l1 4.303 4.642 8.945

2.470

t2.

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


No
Nama

Kecamatan
Jumlah
Desa/Kel

Jumlah Pemilih KET
L P L+P

4.29514. BONE 5 2.041 2.254

15. TONGKUNO 12 5.478 11.392

PASIR PUTIH 6 t.7tl t.837 3.548

17. KONTUKOWUNA 6

5

L.597 L.763 3.360

18. MAROBO 2.752 2.t75 4.327

t9. TONGKUNO
SELATAN

6 2.065 2.289 4.354

20. PASIKOLAGA 4 1.492 1.708 3.200

2.022

3.622

21 BATUKARA 4 985 1,.037

22. TOWEA 5 L.793

TOTAL 150 74.95L B7.t7L 156.L22

EKRE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

N MUNA
Bagian Teknis Penyelenggaraaa Pemilu dan Hukum,

S

5.914

16.

1,.829

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

